GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 39 /KEP/HK/2020
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

Mengingat

1.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif

dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur khususnya pada Badan Penghubung Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

3.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun

2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017
Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan

Penghubung Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan

Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana
Diktum KESATU, terdiri atas:

™o TP

SOP Penanganan Surat Masuk;

SOP Penanganan Surat Keluar;

SOP Pelayanan Protokoler;

SOP Penanganan Nota Dinas di Badan Penghubung;

SOP Penggunaan Kendaraan Dinas;

SOP Pelayanan Tamu Wisma NTT;

SOP Laporan Bulanan, Triwulan dan Semester di Badan
Penghubung;

SOP Penyusunan Laporan Tahunan di Badan Penghubung;
SOP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Badan
Penghubung;

SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) di Badan Penghubung;

SOP Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
(LPPD) di Badang Penghubung;

SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Badan
Penghubung;

. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Badan

Penghubung;

SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di
Badan Penghubung;

SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai Negeri Sipil di
Badan Penghubung;

SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
Pegawai Negeri Sipil di Badan Penghubung;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

q. SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil di Badan Penghubung;

r. SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di
Badan Penghubung;

s. SOP Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai;

t. SOP Penerimaan Uang Penginapan Wisma NTT,;

£

SOP Pengajuan TOR Perjalanan Dinas di Badan
Penghubung;

SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS di Badan Penghubung;

. SOP Pencairan Dana Kegiatan di Badan Penghubung;

SOP Koordinasi Hubungan Antar Lembaga;

SOP Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga;

il B S

SOP Pengumpulan Data dan Pembuatan Laporan;

aa. SOP Penyusunan Database Tokoh Masyarakat/Pemuda se-
Jabodetabek;

bb. SOP Penanganan Masyarakat NTT yang mengalami Masalah/
Musibah/ Kasus;

cc. SOP Pertemuan Dialog/Sosialisasi antara Gubernur/ Wakil
Gubernur dengan Tokoh Masyarakat/ Agama/ Pemuda dan
Insan Pers;

dd. SOP Melaksanakan Pameran Potensi Daerah; dan

ee. SOP Melaksanakan Pameran PRJ

: Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dan dilakukan secara

berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan

Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Janwan 2020

l;GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Wakil Gubernur NTT di Kupang.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 39 /KEP/HK/2020
TANGGAL  : 28 JANVAR| 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

\



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP 01 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif A

Disahkan oleh

\ &

4. .Q
NUE B\

n Penghubung
{enggara Timur,

Judul SOP

Penanganaﬁ-SQra’t Magﬁg}{/ -

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap || periode 2018-2022.

1 |Pendidikan Minimal Diploma Il
2 Menguasai Tata Naskah Dinas
3 Menguasai Komputer

4 Memahami Tupoksi unit kerja

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP di Sub Bagian Tu, Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Sub Bidang Promosi
dan Kerjasama Investasi

SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

Buku Agenda Surat Masuk - Keluar
Lembar Disposisi

Buku Agenda Disposisi

Alat Komunikasi

6. Komputer

OB W

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penanganan Surat Masuk tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada
terlambatnya tindak lanjut surat masuk

1 Pada agenda surat masuk
2 Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No.’ ; Tahap Kaglatan Pengadinr::;strasn KSTU Kepala Badan Kasubbid" Kelengkapan Waktu Output Retarangsn
1 o 2. 3 4 5 . .6 T . 8 9 10
1 [Menerima surat masuk dari E-Mail, WA, Fax Agenda surat 10 menit |surat dengan
dan Kantor pos/ekspedisi dan mencatat masuk, lembar lembar disposisi
dalam buku agenda surat masuk serta disposisi
membuat lembar disposisi untuk diserahkan
kepada KSTU
2 |Mengoreksi kesesuaian isi lembar disposisi surat dengan 10 menit [hasil koreksi
dengan isi surat. Apabila benar diteruskan lembar disposisi surat dengan
kepada Kepala Badan untuk didisposisi dan lembar disposisi
diparaf. Apabila tidak benar dikembalikan
kepada pengadministrasi umum  untuk
diperbaiki
3 [Menelaah dan mengoreksi isi surat masuk. hasil koreksi surat 10 menit [surat sudah
Apabila setuju memberikan catatan dilembar ; dengan lembar didisposisi Kaban
disposisi dan meneruskan kepada Subag TU Tidak / disposisi
maupun Kasubbid untuk ditindaklanjuti. ’ >
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada \
KSTU untuk diperbaiki ,
4 [KSTU memberikan tanggapan surat hasil surat sudah 10 menit [tindaklanjut surat
disposisi Kepala Badan Kepada didisposisi Kaban
Pengadministrasi umum untuk ditindaklanjuti
5 |Mencatat hasil disposisi kaban pada buku Surat sudah 20 menit [Surat sampai di
hasil disposisi dan distribusi surat kepada ' disposisi Kaban Kasubbid
Kasubbid untuk diproses lebih lanjut oo
6 {Mencatat hasil disposisi kaban pada buku Surat sudah 10 menit [tindaklanjut surat
disposisi dan mengembalikan surat kepada disposisi Kaban
Pengadministrasi umum setelah selesai
7 |Membalas surat apabila surat harus dibalas, Surat sudah 10 Menit [Surat Masuk dan
mengirim  surat apabila surat harus disposisi Kaban Dokumentasi
diteruskan ke Kupang dan menyimpan surat
dalam arsip surat masuk




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP 02 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh _—~Kepala Bajlan Penghubung
,,;’S/ﬁ‘l*-’mvihsﬂi osR\Tenggara Timur,
\DAN 7";r- N
AKAR T
fz Viktorius M __"“ek‘ S.Sos, M.Si
N 4/NIR 19691008 199503 1 006
Judul SOP Penanganan Surat-Keluar

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022.

1 Pendidikan Minimal Diploma I
2 Menguasai Tata Naskah Dinas
3 Menguasai Komputer

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK
2. Agenda Surat Keluar
3. Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Surat Keluar tidak diproses sesuai SOP, maka akan berdampak pada terlambatnya
tindak lanjut surat keluar

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




No.

Pelaksana

Mutu Baku

Tahap Kegiatan

Pejabat Pelaksana

Kepala Sub
Bagian Tata
Usaha

Kepala Badan

Pengadministrasi
umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

2

4

5

6.

7

8

9

10

Menerima Surat dari Tiap Sub Bidang atau

membuat konsep surat dan mengajukannya
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha
untuk dikoreksi

Konsep surat,
komputer

20 mentt

surat keluar

Mengoreksi surat yang diajukan. Apabila
setuju memberi paraf untuk diajukan kepada
Kepala Badan. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada pembuat surat untuk
diperbaiki pelaksana atau Kepala Sub Bidang

surat keluar

10 menit

surat sudah
diparaf

Membaca isi surat dan memeriksa
kesesuaian isi surat dengan tata naskah
dinas. Apabila setuju ditandatangani dan
ditindaklanjuti oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha. Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada KSTU untuk diperbaiki

surat sudah
diparaf

30 menit

surat sudah
ditandatangani

sudah
untuk

surat
Kepala

Menyerahkan
ditandatangani
ditindaklanjuti

yang
Badan

surat sudah
ditandatangani

5 menit

surat sudah
ditandatangani

Mencatat dan mengendalikan surat keluar
dengan memberikan nomor  surat,
menggandakan surat sesuai kebutuhan dan
mencatat alamat tujuan surat.

surat sudah
ditandatangani

20 menit

Surat siap kirim

Mengirim surat sesuai tujuan baik melalui E-
Mail, Fax atau ekspedisi serta memastikan
surat sudah sampai ke penerima surat

Surat siap kirim

30 menit

surat sampai
tujuan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP_ 03__ Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif N

Penghubung

Disahkan oleh ~ Kepala

/2 Provinsi-Nid& Tenggara Timur, 4

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
. NIP. 1969{1008,199503 1 006

Judul SOP

Pelayanari Protokoler '~/

-

%
D

asar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalan Dinas Luar Daerah Bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan
Tenaga Sipil Lainnya.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II periode 2018-2022.

Pendidikan Minimal Diploma I

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk

1. Telepon/HT
2. Komputer

3. Kendaraan
4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelayanan Protokoler tidak dilaksanakan maka tidak mendukung kelancaran
Pelaksanaan Tugas Pokok Badan Penghubung

Jadwal Kegiatan Pejabat yang dilayani disimpan dalam buku agenda

03



Pelaksana . Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan - Bendahara Keterangan
»Petugas protokoler KSTU Keépala Badan | Pengeliiaran Kelengkapan Waktu Ou{tput
1 2 . 3 4 5 5 7 '8 9 10 .
1 [Menerima dan mencatat jadwal kedatangan Buku Agenda, 30 menit {Jadwal kedatangan
dan kegiatan pejabat dari Kupang/luar Telepon dan kegiatan

daerah menuju Jakarta /Via Jakarta selama
bertugas di Jakarta

pejabat

2 |Melapor kepada KSTU terkait rencana Jadwal kedatangan | 10 menit jArahan dari KSTU
kedatangan dan jadwal kegiatan pejabat dan kegiatan dan Nota
selama bertugas di Jakarta pejabat permintaan

3 |Memberi arahan/petunjuk terkait penyediaan Arahan dari KSTU 20 menit |Nota permintaan,
fasilitas dan sarana yang dibutuhkan untuk dan Nota Pendamping
pelayanan protokoler dan pejabat permintaan Pejabat dan
pendamping untuk diajukan nota persetujuan kebutuhan fasilitas
kepada Kepala Badan dan sarana

4 |Memberikan persetujuan terhadap fasilitas Nota permintaan, 5 menit |nota permintaan
dan sarana yang diajukan. Apabila setuju Pendamping biaya yang telah
menandatangani dan menyerahkan kepada Pejabat dan disetujui Kepala
bendahara pengeluaran untuk ditindaklanjuti. kebutuhan fasilitas Badan
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada dan sarana
KSTU untuk diperbaiki

5 [Menyerahkan Nota persetujuan Kepala nota permintaan S menit |nota permintaan
Badan yang sudah ditandatangani kepada biaya yang telah biaya yang telah
bendahara pengeluaran disetujui Kepala disetujui Kepala

Badan Badan

6 |Menyerahkan uang kebutuhan pelayanan $ nota permintaan & menit [Uang kebutuhan
kepada_ petugas Protokoler sesuai nota biaya yang telah pelayanan
persetujuan Kepala Badan s disetujui Kepala protokoler

~ |Badan

7 |Melakukan Koordinasi teknis dilapangan Uang kebutuhan sesuai |pelayanan
terkait kegiatan yang akan dihadiri oleh pelayanan jadwal |protokoler berjalan
pejabat dan Melaksanakan pendampingan _§gfgsg‘i protokoler, telepon, | kegiatan |dengan baik
terhadap pejabat yang dilayani selama| b buku agenda

bertugas di Jakarta




Nomor SOP 04  Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 16  Januari 2020
Tanggal Revisi N
Tanggal Efektif e 1\

Disahkan oleh 0 TKe

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ™ —
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT ’g\f"}" PENGHUBU
SUB BAGIAN TATA USAHA ‘

G NIP. 196 (90’8 199503 1008
Judul SOP Penanganan Nota Din3s/di Badan Penghubung

L“\\

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 1. Pendidikan minimal SLTA.
Birokrasi 2010-2025. 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il periode 2018-2022.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Alat Tulis Kantor.
2. Komputer.
3. Buku Agenda Surat Masuk.
4. Printer.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Nota Dinas Kepala Biro terlambat diproses akan berdampak 1. Pada agenda Surat Keluar.
pada penyampaian informasi sesuai isi nota dinas. 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala | Kepala Sub Pejabat Kepala Biro Keterangan
Badan Bagian TU Pelaksana Organisasi Kelengkapar aki it

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 [Menugaskan Kasubag untuk Surat Masuk, 10 menit | Disposisi, petunjuk,
menyiapkan Konsep Nota Dinas. Mulai Disposisi, Petunjuk penugasan

2. |[Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat Masuk, 10 menit  [Disposisi, petunjuk,
menyusun konsep Nota Dinas dan \ Disposisi, Petunjuk penugasan
menyiapkan kelengkapan bahan nota ‘
dinas.

3. [Menyusun dan menyiapkan konsep A 4 Surat Masuk, 1 jam Konsep Nota Dinas &
Nota Dinas beserta kelengkapan Disposisi, Petunjuk bahan kelengkapan nota
bahan nota dinas. dinas

4. |Menalaah, mengoreksi, memaraf dan Konsep Nota Dinas 10 menit Konsep Nota Dinas
mengajukan konsep Nota Dinas —_— \/‘\ Tidak
kepada Kepala Badan. '\ yd

Ya

5. {Menalaah dan mengoreksi surat. Konsep Nota Dinas 10 menit Konsep Nota Dinas

Apabila setuju menandatangani surat.
Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada Kepala Sub Bagian TU untuk

diperbaiki.

6. [Menugaskan pejabat pelaksana untuk Konsep Nota Dinas 10 menit Nota Dinas
mengirim dan mengarsipkan nota L
dinas | |

| —

7. |Mengirimkan dan mengarsipkan nota Nota Dinas 5 menit Nota Dinas dan bukti

dinas. dokumentasi




[Nomor SOP 05 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
anggal Revisi
Tanggal Efektif \
Disahkan oleh ,t{(g{aalaBa, an Penghubung
Provinsi Nusa\Tenggara Timur.4
‘ . — 4 ’ -:‘9:\7
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : gt 7 :
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT -Viktorius Manek; S.Sos, M.Si
SUB BAGIAN TATA USAHA ‘NIP. 19691p08.499503 1 006
Judul'SOP Penggunaan Kendaraan Dirjas

Esar Hrukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il periode 2018-2022.

2.

1. Pendidikan minimal SMU

. memakai sopir

8. Badan atau kebutuhan Dinas

Memiliki tanggung jawab dan kemampuan mengemudi kendaraan sendiri atau

Memiliki kewenangan menggunakan kendaraan operasional karena perintah Kepala

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk

1. Kendaraan
2. Buku Catatan Penggunaan kendaraan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apaﬁfé Penggunaan Kendaraan Dinas tidak dilaksanakan maka tidak mendukung
pelaksanaan tugas pokok Badan Penghubung Provinsi NTT

Catatan Pemakaian Kendaraan pada buku agenda




No.

Pelaksana

Mutu Baku

Tahap Kegiatan

Pejabat Pelaksana 3

KSTU/ Pejabat
Struktural

Sopir

Bendahara
Pengeluaran

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

4

6

7

8

9

10

Mengajukan permohonan menggunakan
kendaraan dinas kepada pimpinan disertai
dengan tujuan dan waktu penggunaan pada
nota permintaan

Nota Permintaan,
ATK

10 menit

Nota Permintaan

Mempertimbangkan permintaan disesuaikan
dengan jadwal pelayanan protokoler. Apabila
setuju nota permintaan diparaf serta
menentukan jenis kendaraan yang akan
digunakan dan menunjuk pengemudinya.|
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada
Pejabat Pelaksana untuk mencari opsi lain

Nota Permintaan

15 menit

Nota Permintaan
sudah diparaf

Memeriksa kesiapan kendaraan yang akan
digunakan dan kelengkapan surat-suratnya.
Mengajukan nota permintaan yang sudah
diparaf  pimpinan kepada bendahara
pengeluaran

Nota Permintaan
sudah diparaf

30 menit

Nota Permintaan
sudah diparaf

Menyerahkan uang kebutuhan sesuai nota
permintaan

Nota Permintaan
sudah diparaf

10 menit

uang kebutuhan

Mengemudikan kendaraan dengan Dbaik,
cermat dan santun serta menaati peraturan
lalu lintas dengan menghindari sekecil
apapun kecelakaan lalu lintas dan
memasang kunci ganda setiap kali parkir

uang kebutuhan

Sesuai
lama
pelayanan

Pelaksanaan
kegiatan dengan
baik

Memeriksa kondisi kendaraan, surat-surat
kendaraan apabila telah selesai/kembali
kekantor dan melaporkan kepada pimpinan

Kendaraan, surat-
surat

10 menit

kegiatan selesai

Melaporkankepada Kepala Badan bahwa
kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik
dan kondisi kendaraan baik

Kegiatan Selesai

10 menit

Kendaraan dinas
dalam kondisi
baik




Nomor SOP

06 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

16 Januari 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

~NIP. 19691008 1995031 006

Judul SOP

Pelayanan Tamu Wi_sm§ Qu*\]{én’ggara Timur

s e 55 e SR R SRS
e m— — e SRS

——

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

\

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022.

Pendidikan Minimal SMU

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Makan dan Minum Tamu

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelayanan Tamu Wisma NTT tidak dilaksanakan maka tidak mendukung
kelancaran pelayanan penerimaan dan penyediaan suguhan tamu-tamu Wisma NTT.

Data Buku Tamu dan Nota Permintaan Suguhan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan o Petugas .| Pengelola. KSTU/Kepala Bendahara Ket
Resepsionis Kadirpresss Petugas Pantri Wisin Badan Pengeluaran Kelengkapan Waktu Outpyt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 [Menerima dan mencatat nama/identitas tamu Buku Tamu 2 menit |Pencatatan
yang akan menginap sesuai Kartu Tanda Buku Tamu
Pengenal Tamu (KTP, Paspor, Surat Tugas)
dan menyampaikan data jumlah tamu kepada
petugas pantri untuk persiapan penyediaan
suguhan makan tamu serta menyerahkan
kunci kamar kepada petugas keamanan.

2 {Menerima kunci kamar dari resepsionis dan Pencatatan Buku 10 menit [Tamu
mengantar tamu ke kamarnya. 2 Tamu, menempati

menyerahkan kamar
. kunci kamar

4 [Membuat nota permintaan biaya suguhan Tamu menempati | 10 menit |Nota permintaan
makan tamu sesuai data jumlah tamu dan Kamar, data
menyerahkan kepada pengelola wisma. . jumiah tamu

5 [Menyerahkan kembali nota permintaan biaya Nota Permintaan 5 menit |nota permintaan
suguhan yang telah diparaf kepada petugas biaya yang telah
pantri untuk mendapat persetujuan. diparaf

pengelola

6 [Mengecek nota permintaan biaya suguhan nota permintaan S menit |Nota permintaan
makan tamu wisma serta menyerahkan nota biaya yang telah yang telah
permintaan kepada bendahara pengeluaran, Tidak / \ diparaf pengelola disetujui Kepala
Apabila  setuju  menandatangani dan Badan
menyerahkan kepada bendahara \/
pengeluaran untuk ditindaklanjuti. Apabila
tidak setuju dikembalikan kepada pengelola -
wisma untuk diperbaiki.

7 |Bendahara pengeluaran menyerahkan uang Nota permintaan S menit |Uang suguhan
suguhan makan tamu wisma kepada petugas yang telah makan tamu
pantri. ' disetujui Kepala wisma

Badan

8 |Petugas pantri menerima uang dan Uang suguhan 1Jam |Suguhan Makan
menyediakan suguhan makan pagi tamu makan tamu Tamu
pukul 07.00 - 10.00 WIB. wisma




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP 07 _ Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif N

Disahkan oleh V7 \Kepala B§tlan Penghubung
Provinsi NusaTenggara Timur, ‘t.

SADAN PENGH =
Viktorius|Manék, S.Sos, M.Si
2. NIP. 19691008 199503 1 006
Judul SOP Penyusunan'Laporan Buliqa_ir," Triwulan dan Semester
di Badan Penghubung >’}

Dasar Hukum

e

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Timur.
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, dan
Semester tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
penyampaian laporan.

Disimpan dalam bentuk Soffcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
. Kepala Analis Perencanaan .
No. Tahap Kegiatan ~ - ! Kete
B o Kepala Badan Sub.Bagian Tata Evaluasi dan Kelengkapan Waktu Output rangan
" Usaha Pelaporan
1 § 2 3 4 5 7 8 N 9 10
1. |[Menugaskan Kasubag Tata Usaha untuk Agenda Kerja 16 menit  |Disposisi
mempersiapkan konsep laporan. gMulal
2. [Menugaskan analis perencanaan, Evaluasi dan Disposisi 15 menit  |Disposisi
Pelaporan untuk mengumpulkan bahan atau data
dukung penyusunan laporan dan menyusun |
konsep laporan. '
3. |Mengumpulkan bahan atau data dukung Konsep Laporan 3 hari Draf laporan, disposisi
kemudian menyusun konsep laporan dan -
menyampaikan kepada kasubag Tata Usaha. ;
4. |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju Draf laporan, 1 jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada Kepala Badan. Jika tidak )'\ disposisi
setuju dikembalikan kepada analis perencanaan, ~ Tidak
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki. {
5. [Memeriksa  draft laporan. Jika  setuju Draf laporan, 1 jam Laporan disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada disposisi
Kasubag TU untuk ditindaklanjuti. Jika tidak Tidak
setuju mengembalikan kepada Kabag untuk
diperbaiki.
6. {Menyerahkan laporan kepada analis Laporan disposisi 10 menit  |Laporan disposisi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
didokumentasikan.
7. |Mendistribusikan dan Mendokumentasikan Laporan disposisi 20 menit  {Laporan bulanan, triwulan

Laporan.

dan semester, bukti
dokumentasi




Nomor SOP 08 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif e
Disahkan oleh ;fﬁ‘K'epaia B @ \Penghubung
/5 Provinsi enggara Timur,4
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

Judul SOP Penyusunan Laporan ,Tah\rﬁan di Badan Penghubung

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana : \

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design| 1. Pendidikan minimal S1. \

Reformasi Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,Semester di Badan

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak
dipatuni maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian
laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Analis
0. Tahap Kegiatan Keterangan
N, B Kepala Badan | Sub.Bagian Tata ';i;ﬁti’i‘z::’ Kelengkapan Waktu Output :
Msaha Pelaporan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. {Menugaskan Kasubag TU untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
konsep laporan tahunan.
2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi dan L Disposisi 15 menit |Disposisi
pelaporan untuk mengumpulkan bahan penyusunan
laporan tahunan dari tiap-tiap bagian dan membuat j
konsep laporan tahunan.
3. [Mengumpulkan bahan  penyusunan laporan, Tidek J Disposisi 1 hari Konsep laporan
membuat laporan tahunan dan menyerahkan kepada J“"j
Kasubag TU untuk dikoreksi. i
4. IMemeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju Konsep laporan 1 hari Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada Kepala Badan. Jika tidak Tidek
setuju mengembalikan kepada Analis Perencanaan, . N
Evaluasi dan Perencanaan untuk diperbaiki 7\'{-—'—
a
5. [Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju v Draf laporan, 1 jam Laporan, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada Kasubag _<> disposisi.
TU untuk ditindaklanjuti. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Kasubag TU untuk
diperbaiki.
6. [Menyerahkan laporan tahunan kepada analis 4 Laporan, disposisi 10 menit  [Laporan, disposisi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
T
7. |Mendistribusikan dan mendokumentasikan Laporan Laporan, disposisi 1 Jam Laporan tahunan Badan

tahunan.

Penghubung, bukti
dokumentasi




Nomor SOP 09 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
Tanggal Revisi N
Tanggal Efektif e\
Disahkan oleh ,/»-.'-"Kepa!a dan Penghubung
- Provinsi Nyse enggara Timur, 4:
‘\ \ &b
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR -/ .
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA \“a\. NIP. 1969 008 199503 1 006
Judul SOP Penyusunan Laporan Kme lnstansl Pemerintah (LKIP)
di Badan Penghubng "'

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

\

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Z

1. ASN.
2. Pendidikan minimal S1.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Badan Penghubung

4. SOP penyusunan laporan tahunan di Badan Penghubung.

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKIP tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian LKIP dan kualitas
data/informasi dalam LKIP yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy.




Pelaksana. Mutu Baku
Kepala Analis
No. Tah egiat Keterangan
ap Kegiatan Kepala Badan Sub.Bagian Tata PR, Kelengkapan Waktu Output g
Usaha Evaluasi dan
Pelaporan

1 2 . 3 4 5 7 8 9 10

1. (Menugaskan Kasubag TU untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
konsep LKIP Badan Penghubung

2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi dan Disposisi 15 menit | Disposisi
pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKIP Badan Penghubung dari tiap- x
tiap bidang, membuat konsep dan menyerahkan
kepada Kasubag TU.

3. [Mengumpulkan, membuat konsep dan . ’ Disposisi 10 hari Konsep LKIP
menyerahkan bahan penyusunan LKIP Badan Tidak Badan
Penghubung kepada Kasubag TU. Penghubung

4. |Memeriksa konsep LKIP Badan Penghubung Jika Konsep LKIP 2 Jam Draf LKIP Badan
setuju memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Tidak P Badan Penghubung Penghubung,
Badan. Jika tidak setuju mengembalikan kepada >\ /< Disposisi
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
untuk diperbaiki.

5. |Memeriksa draft LKIP Badan Penghubung. Jika - Draf LKIP Badan 10 menit  |LKIP Badan
setuju menandatangani dan menyerahkan » Penghubung, Penghubung
kepada Kasubag TU untuk ditindaklanjuti. Jika Disposisi
tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag TU
untuk diperbaiki.

6. |Menyerahkan LKIP Badan Penghabung kepada LKIP Badan 10 Menit  |LKIP Badan
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan Penghubung Penghubung
untuk ditindaklanjuti. , I v

7. |Menggandakan, mendistribusikan dan v LKIP Badan 10 menit |LKIP Badan
mendokumentasikan LKIP Badan Penghubungi. Penghubung Penghubung,

Selesai”

Bukti




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

Dasar Hukum

Nomor SOP 10 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 16 Januari2020

Tanggal Revisi N\

Tanggal Efrektif =\

Disahkan oleh /;f\\‘ Kepala Bagan Penghubung
/%, Provinsi Nusg-Tenggara Timur, 4.

Y

Judul SOP Penyusunan Laporan Ket @:ﬁgan Pertanggungjawaban
(LKPJ) di Badan Penghubiing

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ
" kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

., Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2. 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
3. dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
4. pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. ASN

2. Pendidikan minmal SI

3. Memahami sistematika penyusunan laporan
4. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Badan Penghubung

4. SOP penyusunan laporan tahunan di Badan Penghubung

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKPJ tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas data/informasi
dalam LKPJ yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

10




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Badan Analis
No. Tahap Kagiatan Kepala Sub. Perencanaan, Keterangan
Bagian TU Evaluasi dan Kalangiapsm Waktu Qs
Pelaporan

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1. |Menugaskan Kasubag TU untuk mempersiapkan Agenda Kefja 15 menit  |Disposisi
konsep laporan Keterangan m
Pertanggungjawaban (LKPJ).

2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi ) Disposisi 15 menit  |Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKPJ dari tiap-tiap bagian dan
menyusun Konsep LKPJ

3. |Mengumpulkan, menyusun konsep LKPJ dan Tidak \j Disposisi 1 hari Konsep LKPJ Badan
menyerahkan kepada Kasubag TU untuk di '—"—'—'——-)[___ Penghubung
periksa.

4. |Memeriksa konsep LKPJ. Jika setuju memaraf Konsep LKPJ Badan 2 Jam Draf LKPJ Badan
dan menyerahkan kepada Kepala Badan. Jika Penghubung Penghubung,
tidak setuju mengembalikan kepada Analis|  Tidak N disposisi
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk ’\ / i
diperbaiki.

5. {Memeriksa draft LKPJ. Jika setuju Draf LKPJ Badan 1 Jam LKPJ Badan
menandatangani dan menyerahkan kepada Ya Penghubung, disposisi Penghubung,
Kasubag TU untuk tindak lanjut. Jika tidak setuju € Disposisi
mengembalikan kepada Kasubag TU untuk
diperbaiki. a

6. |Menyerahkan LKPJ kepada analis perencanaan, LKPJ Badan 10 menit [LKPJ Badan
evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti. Penghubung, Disposisi Penghubung

l ,

7. |Menggandakan, mendistribusikan, dan v LKPJ Badan I Jam LKPJ Badan

mendokumentasikan LKPJ Badan Penghubung Penghubung Penghubung, Bukti

Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

qa Tenggara Timur,
Wi

Nomor SOP 11 Tahun 2020
anggal Pembuatan 16 Januari 2020
Tanggal Revisi .
Tanggal Efektif ZatAH pRS
isahkan oleh <. Kepala-Badan Penghubung
/.7 Provinsi N ys

Judul SOP

Penyusunan Laporan Pert nggungjawaban Pemerintah

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada

Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepad Masyarakat.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1. ASN.

2. Pendidikan minimal S1.

3. Memahami sistematika penyusunan laporan.
4. Memahami tata naskah dinas.

\
\

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Badan Penghubung.
4. SOP penyusunan laporan tahunan di Badan Penghubung.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LPPD tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas
data/informasi dalam LPPD vana tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Soffcopy dan Hardcopy.

11




e

Pelaksana Mutu Baku
Analis
: K
Na Teben Keglatam Kepala Badan K"’;‘:: ﬂ:’:h?lm ?‘:‘:::?:::' Kelengkapan Waktu Output RHAngEn
Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. [Menugaskan Kasubag TU untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
konsep laporan Pertanggungjawaban Mulal
Pemerintah Daerah (LPPD).

2, [Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi Disposisi 15 menit {Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LPPD dari tiap-tiap bldang dan
membuat konsep LPPD.

3. |Mengumpulkan bahan penyusunan LPPD dari A Disposisi 2 hari Konsep LPPD Badan
bidang, membuat konsep LPPD menyerahkan "ﬁa;ﬁ"—"’r | Penghubung
kepada Kasubag untuk diperiksa.

4, |Memeriksa konsep LPPD Jika setuju Konsep LPPD Badan 2 jam  |Draf LPPD Badan
menyampalkan kepada Kepala Badan. Jika tidak| tidak N Penghubung Penghubung, disposisi
setuju mengembalikan  kepada  Anslis NN /<
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk
diperbalki

5. |Memerikea draft LPPD. Jika setuju Draf LPPD Badan 2 jam LPPD Badan
menandatangani dan menyerahkan kepada . L Penghubung, Penghubung
Kasubag untuk ditindaklanjuti. Jika tidak setuju <« disposisi
mengembalikan kepada Kasubag TU untuk
diperbaiki. L

6. |Menyerahkan LPPD kepada analis perencanaan, LPPD Badan 10 menit |LPPD Badan
evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti. ) Penghubung Penghubung

7. |Menggandakan, mendistribusikan dan LPPD Badan 1jam LPPD Badan
mendokumentasikan LPPD Badan Penghubung. Penghubung Penghubung, bukti

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT

SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor S0P T2 lahun 2020

al Pembuatan 16 Januari 2020

Jl;:%ggggm Revis! \

nggal Efektif g
isahkan oleh A KepalaBa Penghubung

enggara Timur*

U =~ k

NIP. 1969 1006

Judul SOP

Pertyusunan Rencani Kerja (RENJA) di Badan
Penghubung NG

Dasar Hukum

Kuallfikasl pelaksana : |

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 1. Pendidikan Minimal D Il
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan| 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 3. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP Penyusunan Renstra di Badan Penghubung 2. Komputer.
3. SOP Penanganan Surat masuk. 3. Telephon/Faximile.
4, Printer.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila Penyusunan RENJA tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas penyusunan|Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .
RKA dan DPA.
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Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kopala Por:nrw:l:\'un Kepala Sub Keterangan
Kepala Badan Sub.Bagian E ! Kelengkapan Waktu Output
Tata Usaha valuasi dan Bidang
Pelaporan

1 2 3 4 5 [} 7 8 9 10

1. |Menugaskan kepala sub bagian TU untuk menyusun rencana Agenda Kerja 15 menit |Disposlsi
kerja Badan Penghubung.

2. |Menugaskan analls perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk ?: Disposlsi 15 menit |Disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan renja Badan Penghubung
deri tiap-tiap bagian dan membuat konsep renja Badan
Penghubung.

3. |Mengumpulkan bahan penyusunan renja, membuat konsep Tidak J__y Disposisi 1 minggu |Konsep rencana kerja
renja Badan Penghubung dan menyerahkan kepada Kasubag 'I-..J Badan Penghubung
TU untuk diperiksa.

4. |Memeriksa konsep rencana kerja Badan Penghubung. Apabila Konsep rencana kerja 2 Jam |Draf rencana kerja
setuju memberi paraf dan menyampaikan kepada Kepala| Tidak N /\, Badan Penghubung Badan Penghubung,
Badan. Apabila tidak setuju mengembalikan kepada Analis NS disposisi
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk diperbaiki. v

a

5. |Memerlksa draf rencana kerja Badan Penghubung. Apabila Draf rencana kerja Badan 2jam  |Draf rencana kerja
setuju  menyampaikan kepada Kasubag TU  untuk Penghubung, disposisi Badan Penghubung,
mempersiapkan rapat pembahasan draf rencana kerja dan disposisi
apablla tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag TU untuk
diperbalkl.

6. [Mengundang para Kasubbid dan pejabat pelaksana untuk Draf rencana kerja Badan 15 Menit |Draf rencana kerja
menglkutl rapat pembahasan draf rencana kerja yang dipimpin \£_| Penghubung Badan Penghubung
oleh Kepala Badan

7 |Rapat pembahasan draf rencana kerja Badan Penghubung Draf rencana kerja Badan 2 Jam |Draf rencana kerja
yang dipimpin oleh Kepala Badan dan menugaskan kasubag TU I t—-—ﬂﬂ:ﬁ: Penghubung Badan Penghubung,
untuk menyempurnakan sesual hasil rapat. < Notulen Rapat

8 |Menugaskan Analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk Draf rencana kerja Badan 1Jam |Draf rencana kerja
menyempurnakan draf rencana kerja sesual notulen N Penghubung, Notulen Badan Penghubung,

':j Rapat Notulen Rapat

9 [Menyempurnakan draf rencana kerja sesual notulen rapat dan Draf rencana kerja Badan 1Hard |Drafrencana kerja

menyampaikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki Tidak .J"):l Penghubung, Notulen Badan Penghubung
g Rapat sesuai Notulen Rapat

10 [Memeriksa hasll penyempurnaan draf rencana kerja. Apabila Tidak AN Draf rencana kerja Badan 2Jam |Drafrencana kerja
setuju memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Badan. >\ /< Penghubung sesuai Badan Penghubung
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Analis Perencanaan, Notulen Rapat sesuai Notulen Rapat,
Evaluas! dan Pelaporan untuk memperbaiki. Ya disposisi

11 |Memeriksa hasil penyampurnaan draf rencana kerja. Apabila Draf rencana kerja Badan 1Jam [Dokumen rencana
setuju menandatanganl dan menyampaikan kepada Kasubag 4 Penghubung sesual kerja Badan
TU untuk didistribusikan dan didokumentasikan. Apablia tidak ” Ve Notulen Rapat, disposisi Penghubung
setuju dikembalikan kepada Kasubag TU untuk memperbaiki. é




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Baglan Kepala Por:r?c.;:aan Kepala Biro Keterangan
’
Kelembagaan dan Sub.Baglan TU | Evaluasi dan Organisasi Kelengkapan Waktu Output
Analisis Jabatan Pelaporan
1 2 3 4 5 [ 7 8 ] 10
12 |Menyerahkan dokumen rencana kerja Badan Penghubung Dokumen rencana kerja 10 menit [Dokumen rencana
kepada analls perencanaan, evaluasl dan pelaporan untuk Badan Penghubung kerja Badan
didistribusikan dan didokumentasikan. Penghubung
13 |Mendistribusikan dan Mendokumentasikan dokumen rencana Dokumen rencana kerja 1jam |Dokumen rencana
kerja Badan Penghubung ETTE Badan Penghubung kerja Badan
Penghubung, bukti
dokumentas|




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

Dasar Hukum :

Nomor SOP_ 13 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

L]

Kualifikasi pelaksana :

di Badan Penghubung

Disahkan oleh i qupalg“Bha_: an Penghubung
/- Provinsi Nusj fenggara TImur,{
< NIP. 1969100 3199503 1 006

Judul SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pembangunan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

3. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

|
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : e
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Nota Dinas. 2. Komputer.
3. SOP Penanganan Surat Keluar. 3. Telepon/Faximili.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

i

Apabila Renstra Terlambat disusun dan disampaiakan kepada Gubernur akan berdampak pada
penyusunan RENJA, RKA/DPA dan dokumen perencanaan lainnya.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




. Pelaksana Mutu Baku
. ; ; Analis
No. Tahap Keglatén Kepala Sub Perencahaan, | Kepala Sub Keterangan
Kepdla Badan B.ﬂl::h?ta Evaluasl dan Bidang Kelengkapan Waktu Output
Pelaporan

1 |Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang Surat Edaran 15 menit |Surat Edaran dan
Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah l fMulai l Disposisi
dan mendisposisi kepada Kasubag TU.

2 [Menelaah konsep Surat Edaran Gubemur dan Surat Edaran, Disposisi | 10 menit |Surat Edaran,
disposisi pimpinan selanjutnya menugaskan dan pstunjuk Disposisi dan
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan 4 petunjuk
untuk menyampaikan SE Gubernur ke setiap
Bagian.

3 [Mendistribusi SE Gubernur kepada seluruh Surat Edaran, Disposisl,| 2 Minggu |Surat Edaran
Bagian selanjutnya mengumpulkan dan N petunjuk Gubernur, diposis
mengoleh data dari tiap Bagian kemudian dan data yang telah
menyerahkan kepada kasubag TU. diolah

4 |Menyusun Konsep RENSTRA  Biro Surat Edaran Gubernur,| 2 Minggu {Konsep RENSTRA
Organisasi dan menyampaikan kepada Kepala 4 diposisi dan data yang Badan Penghubung
Badan telah diolah

| |

5 |Mengadakan Rapat bersama seluruh Baglan r—————-—J Konsep RENSTRA 2Jam Konsep
untuk membahas Konsep RENSTRA Badan Badan Penghubung RENSTRA,
Penghubung dan menugaskan Kasubag > |< = E::d Notulen rapat
untuk menyempurnakan sesuai hasil rapat. -

6 |Memperbakki Konsep RENSTRA Badan Konsep RENSTRA, 3 Hari Draf RENSTRA
Penghubung sesual hasil rapat, dan{ Tidak J—V Notulen rapat Badan Penghubung
menyampaikan kepada Kepala Badan ']_"j

7 [Memeriksa Draf RENSTRA  Badan Draf RENSTRA Badan 3Jam  [Draf RENSTRA
Penghubung. Apabila setuju, menandatangani Penghubung Badan Penghubung
dan diproses lebih lanjut oleh analls
perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

Apabila tidak setuju, dikembalikan kepada
Kasubag TU untuk memperbaiki.
Ya

8 [Menggandakan, menyampaikan RENSTRA RENSTRA Badan 1Jam |RENSTRA Badan
Badan Penghubung kepada Gubernur up. Penghubung dan Nota Penghubung,Nota
Kepala BAPPEDA, mendistribusi copy Dinas Pengantar Dinas Pengantar,
RENSTRA kepada seluruh bagian dan Selesal l dan bukti
mengarsipkan, dokumentasl|




Nomor SOP 14 Tahun 2020
[Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
anggal Revisi N
[Tanggal Efektif e\
Disahkan oleh /\ ade
Provmsl
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR i
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT Z.S_NIP. 196 1008 ’199503 1 006
SUB BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Penyusunan.Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
di Badan Penghubung . -\
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana : \

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pendidikan minimal D IlI.

2. Memahami penyusunan program dan anggaran.
3. Menguasai komputer.

4. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan surat masuk.
3. SOP Penysunan Rencana Kerja (RENJA) di Badan Penghubung.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Telepon/Faximile.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penghubung.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .
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: Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Keglatan KepalaSub | o Analle Kepala Sub Keterangan
' g Kepala Badan | Bagian Tata erencanaan, epaja Su Kelengkapan Waktu Output
Usaha evaluasi dan Bidang
Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan Kasubag TU untuk menyusun Agenda Kerja 15 Menit  |Disposisi
rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Badan ' Mulal m)

Penghubung

2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi Disposisi 15 menit  [Disposisi
dan perencanaan untuk menyiapkan bahan
kelengkapan penyusunan rencana kegiatan dan
anggaran dari tiap-tiap bidang, menyusun konsep
rencana kegiatan dan anggaran. e

3. |Menyiapkan bahan kelengkepan penyusunan Disposisi 3Hari [Konsep rancana
renacana kegiatan dan anggaran Badan A kegiatan dan anggaran
Penghubung dari tiap-tiap bidang, menyusun -] (Konsep RKA) Badan
konsep rencana kegiatan dan anggaran lalu Tidak DR gy T Penghubung
diserahkan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki

4. |Memeriksa konsep rencana kegiatan dan Konsep rencana 2 Jam Draf rencana kegiatan
anggaran Badan Penghubung. Apabila setuju| 4ak kegiatan dan anggaran dan anggaran Badan
memberi paraf dan menyampaikan kepada \< (Konsep RKA) Badan Penghubung
Kepala Badan. Apabila tidak setuju ’ﬁ/ Penghubung
mengembalikan kepada Analis perencanaan,
evaluasi dan perencanaan untuk diperbaiki.

5. |Memeriksa draf rencana kegiatan dan anggaran Draf rencana kegiatan 2Jam |Dokumen rencana
Badan Penghubung. Apabila setuju Ya dan anggaran Badan kegiatan dan anggaran
menandatangani. Apabila tidak setuju Penghubung Badan Penghubung
mengembalikan kepada Kasubag TU untuk
diperbaiki. o

6 [Menyerahkan Dokumen rencana kegiatan dan e Dokumen rencana 15 menit |[Dokumen rencana
anggaran Badan Penghubung kepada analis - kegiatan dan anggaran kegiatan dan anggaran
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Badan Penghubung Badan Penghubung

i |

7 |Menggandakan, mendistribusikan dan ; Dokumen rencana 1 Jam Dokumen rencana

mendokumentasikan. kegiatan dan anggaran kegiatan dan anggaran
- . Badan Penghubung Badan Penghubung,




Nomor SOP 15_ Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 __Januari 2020
| Tanggal Revisi N
Tanggal Efektif S\
Disahkan oleh ~Kepala Badan Penghubung
/. Provinsi Nu’gnggara Timur4
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ‘s A\
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT * |
SUB BAGIAN TATA USAHA
Judul SOP Pengajuan surat usulgn quﬂ Pegawai Negeri Sipil
di Badan Penghub r

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomorn 34 Tahun 2014 tentang Perubahan keenam belas
3. atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
5. Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi
pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang
6. Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK.
2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar,

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan surat usulan cuti ASN tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada pelanggaran regulasi.

1. Buku kontrol cuti pegawai.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
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_ Pelaksana. Mutu Baku
No. Tahap Keglatan Pengelola Kepala Sub Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
Kepegawalan Bagian TU

1 2 3 4 7 8 9 10

1 |Menerima Permohonan Cuti Pegawai yang Permohonan | 30 menit |Permohonan
telah mendapat persetujuan pejabat satu Cuti Cuti, lembar
tingkat dan pejabat dua tingkat Mulai disposisi
diatasnya,melakukan verifikasi jenis dan
sisa cuti pemohon dan menyampaikan
hasil verifikasi kepada kasubag .

2 |Menelaah hasil verifikasi jenis dan sisa cuti Permohonan 10 menit {Permohonan
pemohon. Apabila sisa cuti yang Cuti, lembar Cuti,
bersangkutan telah habis, dikembalikan| | Tidak disposisi disposisi
kepada pemohon melalui pengelola
kepegawaian. Apabila sisa cuti yang
bersangkutan masih ada, memerintahkan
pengelola kepegawaian untuk memproses -
surat usulan cuti ke BKD.

3 |Memproses surat wusulan cuti ke Permohonan 1 Jam |Surat usulan
BKD,mengambil Surat Izin Cuti di BKD, Cuti, disposisi cuti ASN —
menggadakan untuk  arsip  dan Selesai
menyampaikan Asli Surat Izin Cuti kepada
ASN yang mengajukan permohonan Cuti.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP 16 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
Tanggal Revisi N
Tanggal Efektif =
isahkan oleh + " Kepala an Penghubung

/2. Provinsi Nu a [enggara Timur,

Dasar Hukum :

Judul SOP

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalan Dinas Luar Daerah
Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, Pegawai Tidak Tetap Daerah
dan Tenaga Sipil Lainnya.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il periode 2018-2022.

2,

1. Pendidikan minimal SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penaganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penaganan Surat Masuk. 2. Komputer.

3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila Surat Kenaikan Gaji Berkala Terlambat diterbitkan maka akan berdampak pada
terlambatnya PNS yang bersangkutan mendapatkan hak gaji sesuai penetapan terbaru.
2. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima oleh Biro Keuangan paling lambat 1

bulan sebelum jatuh tempo kenaikan gaji berkala pegawai.

1. Buku Jaga Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
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Pelaksana Mutu Baku

No. Tahap Keglatan Kepala S.I.UL:’ Baglan K:::::Jv‘:; n Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output ReLaERngan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 iMenugaskan pengelola kepegawaian untuk Pedoman Peraturan 30 menit |Penugasan,
menginventarisir data PNS yang memenuhi ‘ Mula‘_i" Perundang-undangan arahan dan
syarat kenaikan gaji berkala dan menyusun| ‘e dan penugasan petunjuk
konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji
berkala. " ——

2 (Menginventarisir data PNS yang memenuhi Penugasan, arahan dan |2 Jam Konsep Surat
syarat kenaikan gaji berkala kemudian menyusun Tidak 4 petunjuk PKGB dan syarat
konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji kelengkapan
Berkala (PKGB) dan menyampaikan kepada
kasubag.

3 |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan dan syarat kelengkapan PKGB dan syarat
administrasi lainnya. Apabila setuju memberi - kelengkapan
paraf dan digjukan kepada Kepala Badan.

Apabila tidak setuju dikembalikan kepada b
Pengelola Kepegawaian untuk diperbaiki e i iy |

4 |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan dan syarat kelengkapan PKGB dan syarat
administrasi dan menandatangani kelengkapan

5 |Menugaskan Pengelola kepegawaian untuk - > rereponrired Konsep Surat PKGB 10 menit  |Surat
tindak lanjut 1 dan syarat kelengkapan Pemberitahuan

4% Kenaikan Gaji
———— Berkala (PKGB)

6 |Membubuhkan Cap dan mengirim Surat Surat Pemberitahuan |1 jam Surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala kepada Kenaikan Gaji Berkala Pemberitahuan
Kepala Biro Keuangan dan PNS vyang : (PKGB) Kenaikan Gaji
bersangkutan serta mengarsipkan. Berkala (PKGB)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

[Nomor SOP 17 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16  Januari 2020
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif \

Disahkan oleh . -Kepala Badan Penghubung
~2. Provinsi N 50 enggara Timur,47

Viktorius s, M

.; l . - . U ¥
, NIP. 19691008 199503 1 006
Judul SOP Pengajuan surat usulan Kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil di Badan Penghubung
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana : \

1. Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK.
2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat terlambat diajukan maka akan

berdampak pada tertunda periode kenaikan pangkat ASN yang bersangkutan.

2. Kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat diterima oleh BKD paling lambat 3 bulan sebelum

periode kenaikan pangkat pegawai.

1. Buku jaga kenaikan pangklat dan kenaikan gaji berkala.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

| |
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Pelaksana

Mutu Baku
No. Tahap Keglatan Kepala Sub Baglan Pengelola Pengadministrasl | . Keterariifth
TU L —— Kepala Badan Persuratan Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menugaskan pengelola  kepegawaian  menylapkan Surat Edaran dan 10 Menit |Surat Edaran dan Terkalt SOP
administrasi usulan kenalkan pangkat bagi ASN pada m petunjuk petunjuk Penangarih
Badan Penghubung Provinsi NTT Surat Masilk
2 |Menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat disertai Surat Edaran dan 10 Menit  |Surat Edaran, Disposisi
lampiran kelengkapan/berkas kenalkan pangkat ASN. s Disposisi dan pstunjuk
3 |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Konsep surat usulan! 20 Menit |Konsep surat usulan
lamplran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf dan kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
menyampalkan ke Kepala Badan. Apabila tidak setuju, dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
dikembatlikan untuk diperbaiki. ASN
4 |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Konsep surat usulan| 20 Menit |Surat usulan kenaikan
lampiran berkas ASN dan menandatangani untuk diproses kenaikan pangkat pangkat dan lampiran
lebih lanjut oleh pengelola kepegawalan. Apabila tidak dan lampiran berkas berkas ASN
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki, ASN
5 |Menugaskan pengelola kepegawalan memproses usulan Surat usulan 10 Menit  {Surat usulan kenaikan
kenaikan pangkat bagi ASN pada Badan Penghubung kenaikan pangkat pangkat dan lampiran
Provinsi NTT dan lampiran berkas barkas ASN
ASN
6 |Memproses surat usulan kenalkan pangkat ASN untuk Surat usulan 1Jam |Surat usulan kenaikan

dikirim ke BKD dan mengarsipkan.

Selesal

kenaikan pangkat
dan lampiran berkas
ASN

pangkat dan lampiran
berkas ASN




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

Dasar Hukum :

[Nomor 895 18 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16  Januari 2020
Tanggal Revisi
anggal Efektif : 1\
Disahkan oleh Kepala Batlan Penghubung

NIP. 19694008 199503 1 006

nggara Timur, 4

Judul SOP Pengajuan surat usula

Kualifikasi pelaksana :

' h. pensiun Pegawai Negeri
Sipil di Badan Penghuliun

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Peraturan Pemerintah Nomorn 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

1. Pendidikan minimal SLTA. \

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Pengajuan Usulan Pensiun Pegawai di BKD.
3. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK.
2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila Penyampaian Kelengkapan Administrasi Usulan Pensiun Pegawai terlambat maka akan
berdampak pada tertundanya hak pensiun Pegawai yang bersangkutan.

Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat 6 bulan sebelum jatuh
tempo pensiun pegawai.

2.

1. Buku jaga pensiun pegawai.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
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Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Keglatan Kepala STL::) Baglan K:::;:vlvc:ra ] Kepala Badan | Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 |Menugaskan Pengelola Kepegawaian| e Agenda kerja 15 Menit |Disposisi/penu |Terkait SOP
untuk menginventarisir dan menyiapkam ' Mulal l gasan Penanganan
administrasi usulan pensiun bagi ASN Surat Masuk
pada Badan Penghubung yang telah
memenuhi syarat waktu untuk Pensiun.
2 |Menyusun konsep surat usulan pensiun \r‘y Disposisi/penu 2 Jam |Konsep surat
disertai lampiran kelengkapan/berkas 'l.....: gasan usulan pensiun
pensiun ASN dan disampaikan kepada dan lampiran
kasubag. berkas ASN
3 [Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit |Konsep surat
dan lampiran berkas ASN. Apabila usulan pensiun usulan pensiun
setuju, memaraf dan menyampaikan ke|| Tida dan lampiran dan lampiran
Kepala Badan. Apabila tidak setuju, berkas ASN berkas ASN
dikembalikan untuk diperbaiki.
Ya
4 |Memeriksa konsep surat usulan pensiun \ Konsep surat 20 Menit |Surat usulan
dan lampiran berkas ASN dan usulan pensiun pensiun dan
menandatangani untuk diproses lebih <> dan lampiran lampiran
lanjut oleh pengelola kepegawaian. berkas ASN berkas ASN
5 [Menugaskan Pengelola Kepegawaian Surat usulan 20 Menit |Surat usulan
untuk memproses surat usulan pensiun pensiun dan pensiun dan
ASN ke BKD 4 lampiran lampiran
CJ berkas ASN berkas ASN
6 (Memproses surat usulan pensiun ASN Surat usulan 1Jam |Surat usulan

untuk dikirim ke BKD dan mengarsipkan.

N

pensiun dan
lampiran
berkas ASN

pensiun dan
lampiran
berkas ASN




Nomor SOP 19 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan | 16 Januari 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif N\

Disahkan oleh _~“Kepala Bidan Penghubung

.’.”f\ Provinsi Nuga\Tenggara Timur,,t
£
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Viktori s, M.
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT NIP. 19694008 199503 1 006
SUB BAGIAN TATA USAHA CAGGARTY
Judul SOP Penyusunan Laporan\Disiplin Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2
3

1 Pendidikan minimal S$1
2 Memahami sistematika penyusunan laporan
3 Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

SOP Penanganan Surat Keluar

1 ATK
2 Komputer
3 Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai Tidak Dipatuhi
Maka Akan Berdampak pada Keakuratan Pengukuran Kinerja Badan Penghubung

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
No. Tahap Keglatan Baglan Pengelola Keterangan
Kepegawalan Kepegawaian Kepala Badan | Kelengkapan Waktu Output
dan Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Memeriksa kehadiran pegawai setiap hari dan menugaskan Lembaran 15 menit |Disposisi
Pengelola Kepegawaian untuk merekap daftar hadir pegawai dan [;Mum: } Disposisi Kasubag
membuat laporan S
2 |Merekap daftar hadir pegawai dan membuat laporan di setiap akhir Disposisi Kasubag 1 hari Bahan dan draf
bulan dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian TU dalam I laporan
bentuk draf Tioak T
3 |Memeriksa konsep laporan rekapan daftar hadir. Jika setuju konsep Bahan dan draf 1jam Draf laporan,
tersebut disampaikan kepada Kepala Badan. Jika tidak, dikembalikan N laporan, disposisi disposisi
kepada Pengelola Kepegawaian untuk diperbaiki ; <‘>/‘
4 |Memeriksa laporan rekapan daftar hadir Badan Penghubung. Jika : Draf laporan, 1 jam Laporan,
setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kasubag TU untuk disposisi disposisi
tindak lanjut. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag TU JiEnk
untuk diperbaiki
5 |Menerima laporan rekapan daftar hadir dan diserahkan kepada Laporan, disposisi { 10 menit |Laporan,
| Pengelola Kepegawaian untuk tindak lanjut - disposisi
} 6 |Menerima, menggandakan dan mengarsipkan laporan rekapan daftar Laporan, disposisi 1 hari Laporan, bukti
| hadir yang telah ditandatangani dan dikirim ke Gubernur Nusa ( selesal ) Terima
| o

Tenggara Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOF 20 T1ahun 2020

Tanggal Pembuatan 16 Januar 2020

anggal Revisi

Tanggal Efektif —\

Disahkan oleh /- "Kepala'Badan Penghubung

; \;Ienggara Timur,%

Judul SOP

Penerimaan Uang Penqipipan Wisma NTT

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

\

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il periode 2018-2022.

Pendidikan Minimal Diploma Ili

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. Buku Tamu
3. Komputer
4. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penerimaan Uang Penginapan Wisma NTT tidak dilaksanakan maka tidak
mendukung kelancaran penerimaan PAD dari uang penginapan Wisma NTT

Laporan Penerimaan disimpan dalam soft copy dan hard copy
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Pelaksana Mutu Baku

No. Tahap Keglatan p :;':?;:m KSTU Kepala Badan P:In g:gsr:ir:::tr:a Kelengkapan Waktu Output Ketarangan A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7

1 [Menerima dan mencatat bukti pembayaran Bukti penerimaan, 1 Jam [Laporan bukti
tamu dari pengelola wisma NTT dan wisma ATK,Slip penerimaan uang
Sao Ria Anjungan NTT - TMIl serta Penyetoran penginapan
menyetorkan ke rekening daerah dan
melaporkan bukti penerimaan kepada KSTU

2 |Mengoreksi kesesuaian laporan penerimaan "1 Laporan bukti 30 menit |Laporan
yang dibuat oleh bendahara penerimaan penerimaan uang penerimaan yang
dengan kondisi keuangan ditangan bendahara| { 144 Ya penginapan sudah dikoreksi
serta jumiah dan lama menginap tamu.| Seeww———em——— prveemreea—

Apabila benar diparaf dan diteruskan kepada

Kepala Badan. Apabila tidak benar i
dikembalikan kepada bendahara pensrimaan

untuk diperbaiki.

3 |Mengecek kebenaran laporan penerimaan. Laporan 30 menit |Laporan
Apabila benar ditandatangani kemudian y penerimaan-yang penerimaan yang
diserahkan kepada KSTU untuk dikirimkan. ‘_Iﬁf_f_! sudah dikoreksi sudah
Apabila tidak benar dikembalikan kepada ditandatangani
KSTU untuk diperbaiki.

4 |Menyerahkan laporan penerimaan kepada Laporan 10 menit |Laporan
Pengadministrasi Persuratan untuk dikirim ke y penerimaan yang penerimaan yang
Badan Aset dan Pendapatan Daerah di I _ T ——— sudah sudah
Kupang . ' ditandatangani ditandatangani

5 |Mengirim Laporan Penerimaan kepada Badan Laporan 30 menit |bukti pengiriman
Aset dan Pendapatan Daerah di Kupang penerimaan yang barang dari

:": sudah ekspedisi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BAGIAN TATA USAHA

|Nomor SOP 21 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 16  Januari 2020

| Tanggal Revisi

[Tanggal Efektif LN

Disahkan oleh “Kepala Bagan Penghubung

/. Provinsi Nusk

Judul SOP

Pengajuan TOR Perjalanan Diﬂ(s di Badan Penghubung

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana : "

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalan Dinas Luar

4. Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, Pegawai Tidak
Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map

5. Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatanl'ﬁerlengkapan :

1. SOP penanganan Nota Dinas.

2. SOP Penerbitan SPT/SPPD Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon 1V, Pejabat
Pelaksana Khusus dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat
Daerah.

ATK.

Komputer.

Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.
Telepon.

Printer.

bl oo e

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan TOR perjalanan dinas tidak sesuai prosedur akan berdampak pada
keterlambatan penerbitan SPT dan SPPD.

1. Buku Jaga Perjalanan Dinas.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
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Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Keglatan Kepala Sub Kepala Sub Kotoramgem
Bidang Baglan TU Kepala Badan Bendahara Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 19
1 [Membuat konsep TOR perjalanan dinas Disposisi, agenda 30 menit {Konsep TOR
kemudian menyampaikan ke kasubag| BC__—J e kerja perjalanan dinas
TU. Mulai
2 |Memeriksa dan memaraf TOR Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
perjalanan dinas yang diajukan. Apabilal [ Tds perjalanan dinas perjalanan dinas
setuju memaraf dan diteruskan kepada
Kepala Badan, Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Kepala Sub \
Bidang
3 |Menelaah dan mengoreksi TOR Tidak Konsep TOR § menit Konsep TOR
perjalanan dinas yang diajukan.Apabila perjalanan dinas perjalanan dinas
setuju menandatangani TOR Perjalanan
Dinas, Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada Kepala Sub Bagian TU.
Ya
4 |Menugaskan Kepala Sub Bidang untuk v Konsep TOR 10 menit [TOR perjalanan
tindak lanjut TOR Perjalanan Dinas L -_.I perjalanan dinas dinas
5§ IMembuat Rehcana Anggaran Perjalanan TOR perjalanan dinas 5 menit TOR perjalanan
Dinas  dan diserahkan  kepada dinas
Bendahara untuk tindak lanjut s
Memproses TOR perjalanan dinas Rincian Kebutuhan 60 Menit  |SPT, SPPD dan
menjadi SPT dan SPPD di asisten dan Anggaran Perjalanan Dana
biro umum dan menyerahkan pada ASN Dinas
yang ditugaskan. Selesal




Nomor SOP 22 lahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
Tanggal Revis N
[Tanggal Efektif TR
isahkan oleh /- Kepala B Penghubung
“zProvinsi Nusa Te’nggara Timur,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR /s
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT orius\Manek, S.Sos, M.
SUB BAGIAN TATA USAHA < NIP. 19691008 199503 1 006
Judul SOP Pengajuan SPM UE{QUTL‘J/Ls'di Badan Penghubung

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana : \

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

2.

3.

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
2. Pendidikan minimal D llI

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pencairan Dana Kegiatan di Badan Penghubung
2. SOP penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, Semester.

1. ATK

2. Komputer/laptop dan printer.
3. Telepon/Faximile.

4. DPA, TOR, RAB.

5. BKU.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan
kegiatan di Badan Penghubung.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GUI/LS.




L

Pelaksana Mutu Baku
Keteranga
e Vehap Reglatan Kepala s.’rlbb Baglan Kepala Badan Bendahara Kelengkapan Waktu Output n
1 2 3 4 5 [ 7 8 9
1. {Menyusun dan memaraf konsep SPM UP/GU/TU/LS SPP UP/GU/TUILS 30 menit |{konsep
serta menyampaikan kepada Kepala Badan. yang télah SPM
ditandatangani UP/GU/TU/
kepala biro LS
organisasi.
2. |Memeriksa konsep SPM UP/GU/TU/LS. Apabila konsep SPM 15 menit |SPM
setuju, menandatangani dan menyampaikan ke Tidak UP/GU/TUILS UP/GU/TU/
kasubag TU. Apabila tidak setuju mengembalikan ke LS
Kasubag TU untuk diperbaiki.
Ya
i 3. Menerima dan menugaskan bendahara untuk SPM UP/GU/TU/LS 10 menit |SPM
menindaklanjuti SPM UP/GU/TU/LS. A UP/GU/TU/
I LS
4. |Mendistribusikan SPM UP/GU/TU/LS ke BPPKAD : SPM UP/GU/TU/LLS | 30 menit [SPM
dan mendokumentasikan SPM UP/GUITU/LS Biro UP/GU/TU/
Organisasi. ) ) LS




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP 28 rahun 2020

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020

anggal Revisi AN

anggal Efektif = 1l o\

isahkan oleh ~~+ 'Kepala B Penghubung
“2.. Provinsi 'enggara Timur,4

Viktor Si

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT NIP. 19691008 199'503 1 006
SUB BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Pencairan Daha Kegiatan d\ﬁadan Penghubung
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana : T \

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1. Memiliki pengetahuan tentang penyusunan program dan anggaran.
2. Memahami tugas dan fungsi Badan Penghubung.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di Badan
Penghubung

2. SOP penanganan surat keluar.
3. SOP penanganan surat masuk.

1. ATK

Komputer.
Telepon/Faximile.
Renstra, DPA, TOR, RAB.
Printer.

b N

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan berdampak pada
pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .
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P

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kagiatan Kepala Sub.Bagian Pejabat Keterangan
TU S Kepala Badan| Bendahara Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan pejabat  pelaksana  untuk Agenda kerja 16 menit  |Disposisi
mempersiapkan bahan penyusunan TOR dan ( Mulal ’
RAB sebagai syarat pencairan dana kegiatan iy
dan menyampalkan kepada kasubag TU.
2. |Mempersiapkan bahan dan menyusun konsep Disposisi 1 Jam Kongep TOR dan
TOR dan RAB kemudian menyerahkan kepada Tidak ‘ RAB
Kasubag TU.
3. |Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju, Konsep TOR dan RAB 30 Menit {Draf TOR dan RAB,
memaraf dan menyerahkan kepada Kepala \< disposisi
Badan. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Pejabat Pelaksana untuk memperbaiki. Ya
4. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju, Draf TOR dan RAB, 30 menit |TOR dan RAB,
menandatangani dan mengembalikan kepada Tidak / disposisi disposisi
Kasubag TU untuk tindak lanjut. Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Kasubag TU untuk
memperbaiki. Ya
5. [Menyampaikan TOR dan RAB kegiatan kepada TOR dan RAB, digposisi 10 menit |TOR dan RAB,
bendahara Badan Penghubung disposisi
6 |Mempersiapkan dana pelaksanaan kegiatan J TOR dan RAB, disposisi 1jam TOR dan RAB, dan
setiap bagian sesuai jadwal alur kas, Selesal tersedianya
mendokumentasikan dan mengarsipkan. ; > keuangan kegiatan.




Nomor SOP 24 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG
SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

NIP. 1969K008 189503 1 006

&
A\
2

Tanggal Revisi \
Tanggal Efektif Z=a N\
Disahkan oleh ' Kepala Baljayn Penghubung
Provinsi enggara Timur, 4
/ 
Viktori M.Si

Judul SOP Koordinasi Hubungan Anta_r.\eInbaga

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana : \

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019
tentang perubahan atas PERDA No.9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah Provinsi NTT

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Tahap |l periode 2018-2022.

Pendidikan Minimal Sarjana / D3

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Buku Kontrol Disposisi
3. Komputer

4. Printer

5. Kendaraan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelayanan koordinasi tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran
tupoksi subbid

1. Buku Kontrol Disposisi
2. Soft Copy dan hard copy
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No.

Tahap Keglatan

Mutu Baku

Pengadministrasi

Keterangan

Kepala Badan | Kasubbld Hubal {Pejabat Pelakeana] Kassubad TU p— Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 § 6 7 8 9 10 111
Memberlkan surat disposisi kepada Kepala Surat masuk yang telah 2menit  [Petunjuk untuk
1 |SUBBID HUBAL untuk segera ditindaklanjuti disposis|, ATK menjalakan tugas
Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Surat masuk yang telah 5 menit konsep surat
segera menindaklanjuti  disposisi  dan E: disposisi,ATK, buku
2 membuat konsep surat tugas dihonriia agenda kegiatan hubal
Mempersiapakan  kebutuhan  kegiatan Surat masuk yang telah 5menit [konsep surat
3 koordinasi yang diperlukan serta membuat disposisl, ATK, buku
konsep surat tugas dan menyerahkan agenda keglatan hubal
kepada KASUBBID HUBAL untuk diperiksa
Memeriksa konsep surat tugas dan KASUBBID HUBAL 5menit |Surat Tugas yang
kebutuhan kegiatan koordinasl, jika setuju bersama 1 atau 2 staf sudah diparaf
4 memaraf dan menyerahkan kepada Kepala HUBAL yang
Badan untuk ditandatangi, jika tidak ditugaskan, Telp, Wifi,
menegmbalikan kepada pejabat pelaksana ATK
untuk diperbaiki
Menandatanganl dan Menyerahkan kepada Surat Tugas Smenit |Surat Tugas yang
% |KASSUBID HUBAL untuk dilaksanakan E—} sudah ditanda
KASSUBID HUBAL dan pejabat pelaksana Kendaraan Dinas dan 4 jam Mequju tempat
menghadirl kegiatan kordinasl dari awal Driver, bahan materi kegiatan / Acara
hingga selesal dengan mencatat dan rapat dan flash disk
mencari bahan untuk keperluan pembuatan
laporan, setelah kegiatan selesai pejabat
6 |pelaksana segera membuat laporan / nota l'—"
informasi tertulls dan menyerahkan ke it
KASSUBID HUBAL untuk dikoreksi dan
diparaf kemudian KASSUBID HUBAL
menyerahkan kepada Kepala Badan untuk
dikoreksi lebih lanjut dan ditanda tangani
Mengoreksi laporan dan menentukan b 4 Tidak Data Kegiatan, ATK, 30 menit  |Laporan/Nota
apakah ada perbaikan atau bisa langsung N~ Komputer, Printer informasi
7 |menandatangal laporan tersebut, jika ada 4
perbaikan mengembalikan untuk diperbaiki,
jlka tidak maka menanda tangani
Menyerahkan laporan yang telah ditanda IVEN Laporan / Nota 5 menit Laporan / Nota
8 (tangani Kepala Badan kepada Informasi Informasi siap
pengadministrasian surat untuk dikirim
Mengirim atau mengarsipkan laporan atau L Laporan / Nota 30 menit  |Laporan/ Nota
9 nota informag! kepada Dinas / Badan yang Informasi Informasi yang

dituju

telah di TTD oleh
Kepala Badan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG
SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Nomor SOP 25 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020

Tanggal Revisi “
Tanggal Efektif T
Disahkan oleh ~~\"'Kepala Bagan Penghubung

Provinsi Nuse Yenggara Timur,

Viktorius A M.
NIP. 19694008 199503 1 006

Dasar Hukum

Judul SOP Fasilitasi Hubungan Antar Lgxbaga

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019
tentang perubahan atas PERDA No.9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah Provinsi NTT

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Tahap |l periode 2018-2022.

Pendidikan Minimal Sarjana / D3

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
SOP Penanganan Surat Keluar 2. Buku Kontrol Disposisi
3. Komputer
4. Printer

Perlngatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelayanan fasilitasi tidak dilaksanakan maka tidak akan mendukung kelancaran
tupoksi subbid

1. Buku Kontrol Disposisi
2. Soft Copy dan Hard Copy
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Mutu Baku

No TShiipIagIstan Kepala Badan Kasubbld Pojabat Pelaksana| Kassubad TU Pengn: g‘;’r‘:ms" Kelengkapan Waktu Qutput Ketarsngan
1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11
Memberikan surat disposisi kepada Kepala Surat masuk yang telah 2menit  {Petunjuk untuk
1 |SUBBID HUBAL untuk segera ditindaklanjuti disposisl, ATK menjalakan tugas
Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Surat masuk yang telah 5 menit konsep surat
2 |segera  menindaklanjuti  disposisi dan & disposisi, surat tugas
membuat konsep surat tugas i
Mempersiapakan  kebutuhan  kegiatan Surat masuk yang telah 5menit  |konsep surat
fasilitasi yang diperlukan serta membuat disposisi,ATK, buku
3 konsep surat tugas dan menyerahkan agenda kegiatan hubal
kepada KASUBBID HUBAL untuk diperiksa
Memerlkea konsep surat tugas dan v Tidok KASUBBID HUBAL Smenit  |Surat Tugas yang
kebutuhan kegiatan fasllitasl, jlka setuju —E:-<> bersama 1 atau 2 staf sudah diparaf
4 |[memaraf dan menyerahkan kepada Kepala ‘ HUBAL yeng
Badan untuk ditandatangi, jika tidak ditugaskan, Telp, Wifi
menegmbalikan kepada pejabat pelaksana ATK
untuk diperbalki
5 Menandatangani dan Menyerahkan kepada L—:H Surat Tugas . ESJ:LE‘;&%ZMQ
KASSUBID HUBAL untuk dilaksanakan s tanganl
KASSUBID HUBAL dan pejabat pelaksana Kendaraan Dinas dan 4jam MBI’_\UJU tempat
menghadiri kegiatan faslitasi balk berupa Driver, bahan materi kegiatan / Acara
pendampingan anggota DPRD Provinsi NTT rapat dan flash disk
maupun keglatan fasilitasl mewakili rapat
yang sifatnya non teknis, dari awal hingga
selesai. Apabila diperlukan pada awal | l ——— -
keberangkatan  dilakukan  penjemputan i D ) T
6 |anggota DPRD dll yang difasilitasi serta
melakukan pengantaran pada saat kegiatan
sudah selesal . KASUBBID HUBAL dan
pejabat pelaksana segera membuat laporan
! nota informasi kegiatan fasilitasi
tersebut.Selanjutnya menyerahkan kepada
Kepala Badan untuk dikoreks! dan ditanda
tangani.
Mengoreksi laporan dan menentukan Tidak Data Kegiatan, ATK, 30 menit  |Laporan/Nota
apakah ada perbaikan atau bisa langsung Komputer, Printer informast
7 |menandatangai laporan tersebut, jika ada
perbaikan mengembalikan untuk diperbaiki,
jika tidak maka menanda tangani
Menyerahkan laporan yang telah ditanda ] Laporan / Nota 5 menit Laporan / Nota
g [tangani Kepala Badan kepada Informasi Informasi siap
pengadministrasian surat untuk dikirim
Mengirim atau mengarsipkan laporan atau L Laporan / Nota 30 menit  |[Laporan/Nota
nota informasi kepada Dinas / Badan yang Informasi Informasi yang

dituju

telah di TTD oleh
Kepala Badan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG
SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Nomor SOP 26 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
| Tanggal Revisi \
Tanggal Efektif “Z AL DAN
Disahkan oleh ~o Kepala-Badgm\Penghubung
> Provinsi Nyga {Tepggara Timur,

n M.Si
NIP. 19691408 199503 1 006

Judul SOP

Pengumpulan Data dan ".9“,‘9')("" Laporan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana : \

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019
tentang perubahan atas PERDA No.9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah Provinsi NTT

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Tahap |l periode 2018-2022.

Pendidikan Minimal Sarjana / D3

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
SOP Penanganan Surat Keluar 2. Buku Kontrol Disposisi
3. Komputer
4. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pengumpulan Data dan Pembuatan Laporan tidak dilaksanakan maka akan
berdampak pada kegiatan dan juga biaya operasional yang telah dianggarkan untuk
kegiatan tersebut

1. Buku Kontrol Disposisi
2. Soft Copy dan Hard Copy

)
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Mutu Baku

. Tahap Keglatan Kepala Badan Kasubbld |Pejabat Pelaksana| Kassubad TU P’"“’:g‘l:'r‘:"”" Kelongkapan Waktu Output R
1 2 3 4 [ [ 7 8 9 10 11
Kepela Badan mendisposisikan surat dan Surat Masuk dan 5 menit L.embar Disposisi
menugaskan KASUBBID HUBAL untuk Agenda surat masuk,
1 |segera menidak lanjuti apabila ada surat tugas
permintaan database/ laporan melalul surat
masuk
Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Lembar disposisi dan § menit Buku kendali hubal
2 |segera menindaklanjuti disposisi dan l ] surat tugas
membuat konsep surat tugas LR
Membuat data base / laporan sesuai dengan Laporan 10 menit Draft data base
yang diperintahkan dengan menggunakan
data maupun fasilitas kelengkapan yang
3 ltersedia, dan langsung menyerahkannya
kepada KASUBBID HUBAL untuk dikoreksl !
dan diparaf. .
—{. ]
KASSUBID HUBAL memeriksa laporan. Draft data base, 10 menit  {Laporan/ data
Apabila harus dilakukan perbaikan maka Tidak laporan base
KASSUBID akan mengembalikan ke pejabat
4 |pelaksana dan jika tidak ada yang periu
dikoreksl langsung diserahkan kepada
Kepala Badan untuk dikoreksi serta ditanda
tangani.
Memerlksa dan menandatangani laporan Laporan / data base 10 menit  |Laporan /data hasil
g |dan mengembalikan kepada KASUBBID | Z.ED_ yang telah di koreksi koreksi
HUBAL i oleh Kepala Badan
I Laporan /data hasil 10 menit Laporan / data
g |Menerima dan menyerahkan kepada » koreksi base
pengadministrasian surat L
Laporan / data base Laporan telah
Menerima Laporan yang telah ditanda yang telah dl TTD diterima di dinas
7 poran yang kepala badan, Atk dan| 10 menit atau blro terkait

tangani dan mengirinnya jika diperlukan

wifi




Nomor 27 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif .
Disahkan oleh -~ Kepala Badgx Penghubung
;1 ““Provinsi NusalTenggara Timur,4
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN KEHUMASAN

Judul SOP \

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : A

1. Peraturan Presiden Nomor 18 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahap |l Periode 2018-2022

Pendidikan Minimal Sarjana

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Penanganan surat masuk
2. SOP Penanganan surat keluar

1. ATK

2. Telepon
3. Komputer
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Penyusunan Database Tokoh Masyarakat/Pemuda se Jabodetabek tidak terlaksana maka akan berdampak
Informasi dan publikasi jumlah Masyarakat NTT yang berada di luar Provinsi NTT

- Dari Tokoh Masyarakat/Pemuda se Jabodetabek
- Disc, Soft Copy dan Hard Copy




PELAKSANA MUTU BAKU ]
ot ThnaF Eesniak Kasubid A KSTU e Kelengkapan Waktu Output Rk
Pelaksana Badan I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 _®

Memerintahkan Pejabat Pelaksana membuat Nota Pembuatan
1 Dinas untuk penyusunan Database Tokoh l Mulai Nota Dinas 1 el Kstas Eiltvas

Masyarakat/Pemuda se Jabodetabek Penyusunan

Database

Menghimpun data-data Tokoh Masyarakat/Pemuda se Komunikasi

, |Jabodetabek dan melaporkan kepada Kasubid Y melalui telpon/ 6 hari Data - data
mendatangi
Sekretariat IKB

Memeriksa dan mengoreksi database yang dihimpun Tidak

oleh pejabat pelaksana, jika lengkap maka akan 3 " Dat
3 | diteruskan kepada Kepala Badan, dan apabila belum Pen d?.:l?ung 1 hari berkas

maka akan dikembalikan kepada pejabat pelaksana

untuk dilengkapi databasenya —

Apabila telah dilengkapi databasenya, diserahkan

kepada Kasubid untuk ditindaklanjuti Ye
4 Berkas 3 hari Database

Tidak

Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk membuat
5 | laporan tetulis baik dalam bentuk Softcopy maupun > Berkas 6 hari Database

Hardcopy

Membuat laporan, mengagendakan, mengarsipkan y
6 Gin fendltribublan ' Selesal berkas 12 hari Database




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN KEHUMASAN

Nomor

28 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

16 Januari 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh .~ Kepala Basan Penghubung

2. Provinsi Nuga\Tenggara Timur,‘r
Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahap Il Periode 2018-2022

Pendidikan Minimal SMA/Diploma/Sarjana

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Penanganan surat masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan surat keluar 2. Telepon
3. Komputer
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Penanganan Masyarakat NTT yang mengalami musibah/masalah/kasus apabila tidak ditangani maka akan
berdampak pada semakin meningkatnya ketidak percayaan masyarakat terhadap Pemerintah (Provinsi
NTT)

- Dari Tokoh Masyarakat/Pemuda se Jabodetabek
- Lembaga/Kepolisian/ Imigrasi/PJTKI
- Disc, Soft Copy dan Hard Copy




PELAKSANA MUTU BAKU ’T
A TARAP KEGIATAN Pajatsat Kasubid KSTU Kepala Badan | Kelengkapan Waktu Output K&
Pelaksana P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i
Menerima dan mencatat laporan surat masuk
(pengaduan) maupun informasi dari media tentang W Catatan arsip,
1 | permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat NTT, media 5 Menit | Dokumen
vang berada di perantauan cetak/elektronik
Arsip Catatan
2 | Melaporkan catatan pengaduan kepada kasubid pengaduan 10 Menit | Dokumen
Kasubid melakukan koordinasi dengan kepala
3 badan, kepala badan mempelajari masukan Berkas/Laporan 15 Menit Dokumen
kemudian merekomendasikan untuk di tindaklanjuti < tertulis
oleh kasubid N
Kasubid menindaklanjuti rekomendasi dari kepala
badan dan memerintahkan kepada pejabat <
pelaksanana untuk mempersiapkan segala Berkas/Laporan \ Dokumen
4 . 5 Menit
keperluan yang behubungan dengan penanganan tertulis
masalah kemasyarakatan
Pejabat pelaksana bersama Kasubid melakukan
koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan
: ma— Berkas/Laporan .
5 | mempersiapkan segala keperluan yang L verlls 30 Menit | Dokumen
berhubungan dengan penanganan masyarakat yang
bermasalah ]
Setelah selesal penanganan masalah dibuat laporan
6 | dan mengagendakan serta mengarsipkan Berkas 60 Menit | Dokumen




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN KEHUMASAN

Nomor 29 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif = t\
Disahkan oleh 17 Kepala Badak Penghubung -
Provinsi Nus3 Tenggara Timu’r,,af
7
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Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahap Il Periode 2018-2022

Pendidikan Minimal/SMA/Diploma/Sarjana

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Penanganan surat masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan surat keluar 2. Telepon
3. Komputer
4. Printer
5. Anggaran

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pertemuan/Dialog antara Gubernur/Wakil Gubernur dengan Tokoh Masyarakat/Agama/Pemuda dan Insan
Pers serta sosialisasi Program kerja Gubernur/Wakil perlu dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka
akan berdampak pada ketidaktahuan informasi program kerja Gubernur/Wakil Gubernur 5 Tahun ke depan

- Lembaga, Tokoh Masyarakat/Pemuda se Jabodetabek
- Disc, Soft Copy dan Hard Copy




-

' 4 ~ PELAKSANA MUTU BAKU
NO £ "i'A“AP KEGIATAN Kasubid P:raj:::r:a KSTU ';:2:‘: Kelengkapan Waktu | Output L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 19
Memerintahkan Pejabat Pelaksana.untuk membuat

1 | Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Lisan dan Nota 5 Menit
Belanja Kegiatan Dialog antara Gubernur/Wakil Gubernur | Mulai l Dinas
dengan
Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana

2 | Anggaran Belanja kegiatan pertemuan/Dialog antara ]¢- ATK, Komputer, 60 Menit
Gubernur/Wakil Gubernur dengan Tokoh Printer
Masyrakat/Agama/Pemuda dan insan Pers —

3 Memeriksa Konsep pembuatan Kerangka Acuan Kerja
dan Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Draft KAK dan RAB | 10 Menit
pertemuan/dialog dan diteruskan kepada Kepala Badan
Menerima dan mengalisa sesuai kebutuhan serta -

4 | merekomendasikan untuk ditindaklanjuti Konsep \
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggara <+> Braft KAK daw RAB. | B0 Menkt
Belanja (RAB) kepada Kasubid

5 | Memerintahkan kepada Pejabat Pelaksana untuk
melaksanakan persiapan teknis yang berkaitan dengan Lisan 5 Menit
kegiatan dimaksud

6 Melaksanakan dan mempersiapkan segala keperluan yang ATK, Komputer,
berkaitan dengan kegiatan pertemuan/dialog dimaksud » Printer, Infokus 3 Hari

dan Kendaraan
ATK, Komputer,

d Pelaksanaan Kegiatan ‘ Selesal | Printer, Infokus 1 Hari

dan Kendaraan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT

Nomor SOP 30 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efekif = N

Disahkan oleh : Kepala Badan Penghubung

iktori K, S.Sos
NIP. 19691008 199503 1 006

SUB BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
Judul SOP Melaksanakan Pameran Potensi
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana : —
1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi SARJANA/ D3 \

Birokrasi 2010-2025.

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019

tentang perubahan atas PERDA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

4, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Tahap |l periode 2018-2022.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat masuk

1 Agenda Surat

Barang Corak Budaya
Komputer

Printer

Buku Catatan

Stand Pameran

ATK

Alat Komunikasi
Kendaraan Operasional

OO NGO WON

Perlngatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pameran potensi daerah tidak dilaksanakan maka tidak mendukung
kegiatan promosi seni budaya NTT

Disimpan dalam soft copy dan hard copy




NO TAHAP KEGIATAN PELAKSANA Mutu Baku

KASUBBID KEPALA BADAN PEJABAT PELAKSANA Kelengkapan Waktu Output Ket

Membuat telaahan Kepala Bad thal | m Terkait SOP
" e R e Surat Masuk 3 Menit Telaahan Pelaksanaan Pameran | penanganan
pameran oleh pihak luar ] surat keluar

2 Menugaskan Kasubbid dan Pejabat Pelaksana untuk mengikuti rafshan Palakeatiadn ParHoran 3 Menit Disposis|
pameran potensi daerah
, I
Kasubbid mengikuti rapat bersama pihak penyelenggara informasi pameran darl
sebelum pelaksanaan pameran dan menyiapkan barang -
3 Disposisi 3 Jam penyelenggara, daftar barang
barang promosi yang akan dijual dan Melaporkan hasilnya
pameran.
kepada Kepala Badan .
f
Menugaskan Kasubbid untuk mengikuti pameran potensi informasl Desra e Srforman pam A vl
4 daerah penyelenggara, daftar barang 3 Menit penyelenggara, daftar barang
: pameran, undangan rapat pameran, undangan Rapat
Terkait SOP
‘ Informasi Daerah darl p:nyusunan
5 Melaksanakan rapat persipan pameran potensi daerah o) i penyelenggara, daftar barang 1Jam Kesepakan dan pembagian tugas faporan
pameran, undangan rapat kegiatan
6 Registras, Loading barang, penataan stand pameran e Kesepakatan dan psmbaglan 1 Hari Deftar pengunjung dan pembagian
" » tugas tugas
|
!
&
H,‘ PR . SRpp—— i
7 Melaksanakan Pameran Potensi Daerah s : Kesspakatsn d:'m pembagien 30 Hari Pameran PRJ
» b tugas stand siap pameran
8 Membuat Laporan pelaksanaan pameran dan memerintahkan Data pengunjung dan hasil 3 Jam Laporan Pelaksaaan pameran
pejabat pelaksana untuk mengagendakan dan mengarsipkan penjualan
1
M dakan d Ipkan L Pelak: -
9 Paer:s:::n s puoimbbidied ookt s s selesal Laporan pelaksaan Pameran 3 Jam Laporan Pelaksaaan pameran




Nomor SOP 31 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 16 Januari 2020
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif N\
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT
SUB BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI (
Judul SOP Melaksanakan Pameran PRJ

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

SARJANA/ D3

A

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019
tentang perubahan atas PERDA Nomor © Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Tahap Il periode 2018-2022.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat masuk 1 Agenda Surat
2 Barang Corak Budaya
3 Komputer
4 Printer
5 Buku Catatan
6 Stand Pameran
7 ATK
8 Alat Komunikasi
9 Kendaraan Operasional

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pameran potensi daerah tidak dilaksanakan maka tidak mendukung
kegiatan promosi seni budaya NTT

Disimpan dalam soft copy dan hard copy




PELAKSANA

Mutu Baku
NO TAHAP KEGIATAN
KASUBBID KEPALA BADAN PEJABAT PELAKSANA Kelengkapan Waktu Output Ket
5 Terkait SOP
1 Membuat telaal:nan Kepala Badan perihal penyelenggraan Surat Masuk 3 Menit Telaahan Pelaksanaan Pameran penanganan
pPameran oleh pihak luar
surat keluar
Menugaskan Kasubbid dan Pejabat Pelak: ana untuk mengikuti i
2 £ © e e kel = S 3 Menit Disposisi
Pameran potensi daerah
Kasubbid mengikuti rapat bersama pihak E)enyelenggara Informasi pameran dari
sebelum pelaksanaan pameran dan menyiapkan barang - A : i
3 . o 4 Disposisi 3Jam penyelenggara, daftar barang
barang promosi yang akan dijual dan Melaporkan hasilnya
pameran.
kepada Kepala Badan .
5 2 0 " 4 Informasi Daerah dari Informasi pameran dari
4 rl;/lenu}glaskan Kasubbid untuk mengikuti pameran potensi penyelenggara, daftar barang 3 Menit penyelenggara, daftar barang
prdely pameran, undangan rapat pameran, undangan Rapat
Terkait SOP
Informasi Daerah dari :r: leusnan
5 Melaksanakan rapat persipan pameran potensi daerah % penyelenggara, daftar barang 1Jam Kesepakan dan pembagian tugas P layoran
7 pameran, undangan rapat ke:iatan
: Kesepakatan d bagi Daft. jung d bagi
esepakatan dan pembagian b attar pengunjung dan pembagian
6 Registras, Loading barang, penataan stand pameran & P P g 1 Hari BEREUBIUDE P 6
s tugas tugas
Kesepakatan dan pembagian p
7 Melaksanakan Pameran Potensi Daerah SR i i ; & g 30 Hari Pameran PRI
. - tugas stand siap pameran
. 3 i
3 Me.mbuat Laporan pelaksanaan pameran dan memerm.tahkan Data pengurijung dan hasi 3 Laporan Pelaksaaan pameran
pejabat pelaksana untuk mengagendakan dan mengarsipkan penjualan
9 :tre:egaag:ndakan dan mengarsipkan Laporan Pelaksanaan Laporan pelaksaan Pameran 3lJam Laporan Pelaksaaan pameran
r

& GUBERNUR NUS, GGARA TIMURZ
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PELAKSANA

Mutu Baku
NO TAHAP KEGIATAN
KASUBBID KEPALA BADAN PEJABAT PELAKSANA Kelengkapan Waktu Output Ket
Terkait SOP
[ J
1 pctam te aar::an Sptia Sydan periil peryeiengiraon Surat Masuk 3 Menit Telaahan Pelaksanaan Pameran penanganan
pameran oleh pihak luar
surat keluar
Menugaskan Kasubbid dan Pejabat Pelaksana untuk mengikuti " 7 S
2 : 3 Menit Disposisi
pameran potensi daerah
Kasubbid ikuti i
subbid mengikuti rapat bersama pihak ?enyelenggara Informast pemeran dari
sebelum pelaksanaan pameran dan menyiapkan barang - - < e
3 i - . Disposisi 3Jam penyelenggara, daftar barang
barang promosi yang akan dijual dan Melaporkan hasilnya
pameran.
kepada Kepala Badan .
L i i Informasi pameran dari
Menugaskan Kasubbid untuk mengikuti pameran potensi e ¥ = e
4 ik penyelenggara, daftar barang 3 Menit penyelenggara, daftar barang
i pameran, undangan rapat pameran, undangan Rapat
+ ; Terkait SOP
. Informasi Daerah dari penylisunan
5 Melaksanakan rapat persipan pameran potensi daerah N = penyelenggara, daftar barang 1lam Kesepakan dan pembagian tugas laporan
pameran, undangan rapat keglatan
v bagi Daft jung d bagi
agian
6 Registras, Loading barang, penataan stand pameran ¢ Kesepalatan don pembagian 1 Hari & Bensuniune can pembagia
» tugas tugas
k.
~ M bR Kesepakatan dan pembagian b
s Melaksanakan Pameran Potensi Daerah SR ; 30 Hari Pameran PRJ
» » tugas stand siap pameran
b | i . j i
3 Meim uat Laporan pelaksanaan pameran dan memerln.tahkan Data pengurfjung dan hasil e Laporan Pelaksaaan pameran
pejabat pelaksana untuk mengagendakan dan mengarsipkan penjualan
M d i
4 P::z:’::" ik g e s Laporan pelaksaan Pameran 3Jam Laporan Pelaksaaan pameran

’; GUBERNUR NUSA TE;EGARA TIMUR/(
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PELAKSANA Mutu Baku
NO TAHAP KEGIATAN
KASUBBID KEPALA BADAN PEJABAT PELAKSANA Kelengkapan Waktu Output Ket
Terkait SOP
Memb I i
1 S aaf.uan Kepala Badan perihal penyelenggraan Surat Masuk 3 Menit Telaahan Pelaksanaan Pameran penanganan
Pameran oleh pihak luar
surat keluar
Menugaskan Kasubbid dan Pejabat Pelaksana untuk mengikuti F g i
2 : 3 Menit Disposisi
pameran potensi daerah
Kasubbid mengikuti rapat b ihak |
oy A apst hersanid plha Penye Al Informasi pameran dari
sebelum pelaksanaan Pameran dan menyiapkan barang - - i Pl
3 ; " s Disposisi 3Jam penyelenggara, daftar barang
barang promosi yang akan dijual dan Melaporkan hasilnya
pameran.
kepada Kepala Badan .
; Infi i D h dari Informasi pameran dari
Menugaskan Kasubbid untuk mengikuti pameran potensi ST SN g G b
4 ey penyelenggara, daftar barang 3 Menit penyelenggara, daftar barang
: pameran, undangan rapat pameran, undangan Rapat
7 - Terkait SOP
3 Informasi Daerah dari o
5 Melaksanakan rapat persipan pameran potensi daerah ~ i penyelenggara, daftar barang 1Jam Kesepakan dan pembagian tugas o o
pameran, undangan rapat eoin
; k bagi fi jung d bagi
agia
6 Registras, Loading barang, penataan stand pameran ™ Kesepakatan dan pem aetan 1 Hari Daftar pengunjung dan Leasan
& tugas tugas
k.
t bagi g
i Melaksanakan Pameran Potensi Daerah =t Kesepaiam d?n R paagan 30 Hari Pameran PRJ
e . tugas stand siap pameran
b lak ;
M t L i J il
3 flsm uat Laporan pelaksanaan pameran dan memenn.tahkan Data pengur.uung dan hasi B Laporan Pelaksaaan pameran
pejabat pelaksana untuk mengagendakan dan mengarsipkan penjualan
Mengagendakan d ipk P i
9 gagendakan dan mengarsipkan Laporan Sishsanam . Laporan pelaksaan Pameran 3Jam Laporan Pelaksaaan pameran

Pameran
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